
BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA. 
NOMOR TOFTA]HUN 20?.2

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2A2T

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal I
Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Natuna Tahun Anggaran 2O2l;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Natuna Tahun Anggaran 2A21;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia.Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor Q3 Tahun 1999 tentang
Pembentukan {abupaten} Pelhawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun L999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 39421
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun L999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nomor 1O7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a880);



6.

7.

8.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor aa2\;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor +,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 67571;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Al4 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 7, Tarrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);

Undang*Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun zOL+ Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terp]<ttir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah ! "(Lembaran Negara
Republik Indonesia. Tahun 2A22 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 67571;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aO28l;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5751;

9.

10.



11.
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AOT Nomor 18, Tambahan Lembara:r
Negara Republik Indonesia Nomor 49721
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OOg
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor L, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 61771;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 L Tahun zOtA
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2010 Nomor l-23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A12 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272l';

Peraturan Pemerintah Nomor LA Tahun 2OLT
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Afi Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 6Aa\;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Al7
tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralqyat Daerah (Lembaran Negara Republik
trndonesia Tatrun 2AL7 |NoEnor 16, Tambahan
Lembaran Neg4ra Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan T\,rgas dan Wewenang
Gubernur sebagai wakil Pemerintah trusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Al8 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 622a1;

Peraturan Pemeriniah Nomor 12 Tahun 2Al9
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2ALg Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

L2.

13.

L4,

15.

16.

77.



18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2O2O
tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan
Ralryat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A2O Nomor 136, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 65171;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2A2L
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2OA2 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2L Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 66281;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2O2L
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun zAn Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Namor 66a61;

2L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2OL2 tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 75a\

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2Ot7 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2ALT Nomor 10671;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2OL8 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungiawaba,n Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol8 Ngmo,4 630) sebagaimana
telah diubah dengan Peiatufan Menteri Dalam
Negeri Nomor T8 Tahun 2O2A tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungiawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor L7771;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2AI9 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1114);



a
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2OL9 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2AI9 Nomor Laa7l;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2A$
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Dareah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 288);

Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 20
Tahun 2A2O tentang Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease zALg di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OZA Nomor 2a9l;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2A2A tentang Penggunaan Anggaran
untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 581) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 26 Tahun 2O2l tentang Perybahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2A2O tentang Pengr,rtamaan Penggunaan
Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu,
Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 202L Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2O2O , tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 1781);

i - 
..

Peraturan Menteri , Da1am Negeri Nomor 28
Tahun 2O2l tentang Pencatatan Pengesahan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah (Berita Negara Rebulik
Indonesia Tahun 2A2l Nomor 936);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2022 Nomor 2);

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan
BUPATI NATUNA



MEMUTUSKAN:

Menetepl€n : PERATURAN BUPATI TEI{TANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
NATUNA TAHUN ANGGARAN 242L.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2A2L terdiri atas:

a. Pendapatan
1. Pendapatan Asli Daerah

a) Pajek Daerah
b) Retribusi Daerah
c) Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan

Rp 13.107.684.837,3I
Rp 738.367.467,00
Rp 8.585.266.888,00

20.181.902.608,00

42.6t3.221.800,31

846.607.939.393,00

60.785.O51.450,O0

906.392.990.843,00

Rp 19.633.049.406,00

Rp 19.633.049.406,00
Rp 19.633.049.406,00

Rp 968.639.262.A49,3t

d) Lain-lain PAD Yang Rp
Sah

Jumlah Pendapatan Asli Rp
Daerah

2. Pendapatan Transfer
a) Pendapatan Tranofer Rp

Pemerintah Pusat
b) Pendapatan Transfer Rp

Antar-Daerah
Jumlah Pendapatan Rp
Trar,rsfer

3. Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah
a) Pendapatan Hibah
b)Jumlah Lain-lain

Pendapatan Daerah
yang Sah

Jumlah Pendapatan

b. Belanja
1. Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai

b) Belanja Barang dan
Jasa

c) Belanja Bunga

d) Belanja Subsidi

lanja Hibah

lanja Bantuan
ial

Belanja

395.339.136.561,75

277 .B+O.642.734,99

0,00

o,00

8.640.230.595,00

LO.242.658.356,00

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

2. Belanja Modal

Rp 692.062.668.247 ,7+



a) Belanja Modat
Tanah

b) Belanja Modal
Peralatan dan Mesin

c) Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan

d) Beianja Modai
Jalan, Jaringan,
dan Irigasi

e) Bqlanja Modal Aset
Tetap Lainnya
Jumlah Belanja
Modal

Belanja Tidak Terduga
a) Belanja Tidak

Tefduga
b) Jumlah Belanja

Tidak Terduga

Belanja Transfer
a) Belanja Bagr Hasil
b) Belanja Bantuan

Keuangan
Jum1ah Belanja
Transfer

Jumlah Belanja

Surplus/ (Defisit)

3.524.O35.600,00

31.700.356.343,36

20.532.700.O88,84

6i .929.405.806, r r

r.222344.200,O0
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Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

3.

Rp 124.908.898.038,31

Rp tr.623.472.663,35

Rp tt.623.47 2.663,35

500.279.990,00
123.5L8.700.850,00

L24.4L8.980.840,00

Rp 952 .614 .OLg .7 89 ,40

Rp 16.o25.242.259,91

4.
Rp
Rp

Rp

c. Pembiayaan
1. Penerimaan
2. Pengeluaran

Pembiayaan Neto

,16.354.086.796,83
o,00

Rp 16.354t086n'.796,83

Rp
Rp

Sisa lebih Rp
pembiayaan
anggaran tahun
Berkenaan

3',2:379 .329.056,7 4

Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana
Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran

dimaksud dalam
ini.

dimaksud dalam
laporan realisasi

Pasal 4
ran realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

tum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
A ^7^*(ld.lcl.ltr
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Pasal 5
Peraturan Bupati Natuna ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangall
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal ,9 Mf+w znzz

K 
BUPATI NATUNA 

f

Diundangkan di Ranai
pada tanggal z-9 ffiuS+U{ 2022

EKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 
'€D

deov wIJANARKo


